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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Sebagai pelaksana Program Penjaminan terhadap

Kewajiban Bank Umum, tugas BPPN antara lain

melaksanakan restrukturisasi asset serta menjual

asset-asset milik bank BBKU dimana pada saat bank di

likuidasi kedudukan BPPN menggantikan kedudukan

nasabah penyimpan dana yang telah dibayarkan

kewajibannya, dan bersama Kreditur Pihak Terkait yang

belum dibayarkan kewaj ibannya berkedudukan sebagai

pihak kreditur konkuren. Pada kenyataannya BPPN dalam

penyelesaian BBKU telah mengambil terlebih dahulu

haknya (telah meminta pembayaran terlebih dahulu),

dengan demikian pada saat bank dilikuidasi assetassetnya

telah habis, sehingga kedudukan Pihak

Terkait yang bukan pemilik/pemegang saham bank

menjadi tidak terlindungi (dirugikan). Permasalahan

dalam tulisan ini, apakah kreditur-Kreditur yang

termasuk pihak terkait mendapatkan perlindungan hukum

terhadap jaminan pembayaran piutang-piutangnya ?

bagaimanakah posisi BPPN pada saat likuidasi sebagai

Lembaga Pelaksana Penjaminan yang mengambil alih hak tagih bagi bank-bank penerima BLBI ? Untuk

menjawab

permasalahan tersebut dilakukan penelitian melalui

metode kepustakaan dengan mencari data-data yang

bersumber dari bahan-bahan hukum primer, hukum

sekunder dan hukum tertier, serta melalui metode

pendekatan analisis, sehingga mendapatkan hasil

penelitian, bahwa terdapat dualisme dalam proses

likuidasi bank, di satu pihak berdasarkan kewenangan

BPPN, di lain pihak berdasarkan ketentuan PP No. 25

Tahun 1999 Tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran

Dan Likuidasi Bank; Yang menyebabkan para pemegang

saham bank (Pesero) kedudukannya menjadi tidak

terlindungi akibat adanya ketentuan yang diatur dalam
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program penjaminan pemerintah dihubungkan dengan

proses penyehatan perbankan yang dilakukan oleh BPPN.


